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NOMISI PEMILIHAIY UMUM
PROVIISI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR : 37lKpts/KPU-Prov-O23/pILGUB/20 1S

TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPAI{YE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 74
ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 12 ayat {41
Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 8 Tahun 2015
tentang Dana Kampanye Peserta pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Suawesi Utara tentang
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye peserta
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara
Tahun 2015;

1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran
Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain pembentukan
Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran
Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Irmbaran
Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2}ll, tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (kmbaran Negara RI
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
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4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ST,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor O1 Tahun 2O1O;

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor o6 Tahun 2008
tentang susunan organisasi dan Tata Keq'a sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2ors
tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
wakil Bupati, serta walikota dan wakil walikota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2015
tentang sosialisasi dan ParLisipasi Masyarakat Dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Z Tahun 2}ls
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota
dan wakil walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 67Ol;

10. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 201s
tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau
walikota dan wakil walikota (Berita Negara Repubrik
Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor TLgl;

11. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 9 Tahun 2o1s
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota
dan Wakil Walikota Berita Negara Tahun 2015 Nomor T2O);

12. Keputusan Komisi Pemilihan umum provinsi sulawesi
Utara Nomor 1 /Kpts/KPU-Prov-O23 / PILGUB / 2015 tentang
Penetapan Hari dan Tanggal pemungutan dan
Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2OLS;

13. Keputusan Komisi Pemilihan umum provinsi Sulawesi
utara Nomor 2 / Kpts / KPU-Prov- o23 I PTLGUB / 20 ls tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur
Sulawesi Utara Tahun 2015;
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Memerhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

1. Berita Acara Nomor : 4t/BA/ptLGUB/vItI/2Ot1 tanggal 25
Agustus 2Ol5 tentang Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi
Dengan Tim Kampanye pasangan Calon Dalam pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2O15.

2. Berita Acara Nomor : 49/BA/pILGUB/WII/2O|S, tarrgeat 27
Agustus 2015 tentang Rapat Pleno pembatasan eengeluaran
Dana Kampanye, Penyusunan pedoman TekniJ Dana
Kampanye, Penyusunan Pedoman Teknis Kampanye.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun
2015 sejumlah Rp.8.885.384.93S,-(Delapan milliar detapan
ratu.s delapan puluh lima juta tiga rahs delapan ptfuh empat
ibu sembilan rahrs tiga ptfuh lima rupiah).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 Agustus 2015
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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.
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